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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah | No.1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110) Telepon: (021) 7264112 email: surat@atrbpn.go.id

Nomor : G226/ Und 200 lo.TR.0\/ Xt /1012y Jakarta, It November 2025
Sifat : Biasa

Lampiran : 5 (lima) Lembar

Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian Bentuk dan Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi Hijau di Koridor Ekosistem RIMBA, kami mengundang
Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 November 2025 ‘/
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai (jadwal terlampir)
Tempat : Hotel Le Méridien Jakarta
J1. Jenderal Sudirman No.Kav 18 - 20, Jakarta Pusat
ID Zoom : 846 2962 5834 —
Password 1 938990
Agenda : Penyempurnaan Konsep Pembentukan Kelembagaan Ekonomi , ~

Hijau di Koridor Ekosistem RIMBA

Mengingat pentingnya rapat ini, kami mohon Bapak/Ibu dapat hadir
tepat waktu. Untuk kelancaran rapat, berikut hal-hal yang dapat kami sampaikan:

1. peserta yang hadir secara luring wajib membawa Surat Tugas (ST) dari
masing-masing instansi pengutus;

2. informasi pendukung dan tautan zoom dapat diakses melalui tautan
https://linktr.ee/kelembagaan.rimba2025; dan

3. informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Mila (0811-
1013-8831) atau Sdri. Dinda (0821-3713-3906).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kehadirannya diucapkan terima kasih.

Dip sktur Perencanaan Tata Ruang,

Nuki Harniati
NIP 197012032001122001

Tembusan:
Direktur Jenderal Tata Ruang, di Jakarta.



Lampiran I Surat Direktur Perencanaan
Tata Ruang

Nomor :526/Und-200.TR.01/XI/2025
Tanggal : 11 November 2025

UNDANGAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

A.

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi

1. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;

2. Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Kewilayahan

3. Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria,
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah,
Agraria, dan Tata Ruang;

4. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi,

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

5. Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Deputi Bidang
Koordinasi Keterjangakauan dan Keamanan Pangan;

6. Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan, Deputi
Bidang Koordinasi Keterjangakauan dan Keamanan Pangan;

7. Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim, Deputi Bidang
Koordinasi Keterjangakauan dan Keamanan Pangan;

. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi
8. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata
Laksana, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;

Kementerian Dalam Negeri

9. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama,
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah,;

10. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

11. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana,
Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan;

12. Direktur Lingkungan Hidup, Kedeputian Bidang Pangan, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup;




. Kementerian Keuangan
13. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

. Kementerian Kehutanan

14. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari;

15. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,;

16. Direktur Pemulihan Ekosistem Bina Areal Preservasi, Direktorat
Jendaral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,;

17. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

18. Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan
Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan,
Kementerian Kehutanan;

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

Hidup

19. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Deputi
Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;

20. Direktur Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Deputi
Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;

21. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan
Sektor, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Berkelanjutan;

. Kementerian Pekerjaan Umum

22. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

. Kementerian Perindustrian

23. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktur Jenderal
Industri Agro;

24. Direktur Perwilayahan Industri, Direktur Jenderal Ketahanan,
Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;

. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

25. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal
Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;

26. Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan
PPAT, Direktorat Jendral Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;

27. Kepala Biro Hubungan Masyarakat;

28. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang;




29. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I;

30. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Nasional, Direktorat Perencanaan
Tata Ruang;

31. Kasubdit Pedoman Tata Ruang, Direktorat Perencanaan Tata Ruang;

32. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional I,
Direktorat Perencanaan Tata Ruang;

33. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional II,
Direktorat Perencanaan Tata Ruang;

34. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional III,
Direktorat Perencanaan Tata Ruang;

35. Kasubbag TU Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional;

36. PPK Direktorat Perencanaan Tata Ruang;

37.Tim Penyusun Kajian dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi
Hijau di Koridor Ekosistem RIMBA;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(Daring/ Online)

38. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Riau;

39. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Jambi;

40.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi
Sumatera Barat;

Kementerian/Lembaga (Daring/Online)

41. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan, Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba;

42. Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

. Pemerintah Daerah (Daring/Online)

43. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau;

44. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;

45. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

46. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;

47.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
Jambi;

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;

49. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

50. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

51. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat;

52. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;

53. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

Project Management Unit (PMU) RIMBA
54. Barano Siswa Sulistiawan;
55. Ir. Iman Soedrajat, MPM;



56. Yus Santoro;

Q. Project Implementation Unit (PIU) RIMBA (Daring/Online)
57. PIU RIMBA Provinsi Riau;
58. PIU RIMBA Provinsi Jambi;
59. PIU RIMBA Provinsi Sumatera Barat.

R. Akademisi (Daring/Online)
60. Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D., Universitas Gadjah Mada;

61. Dr. Ir. Omo Rusdiana, M.Sc.Ftrop., IPB;

62. Zulhamid Ridho, S.P., M.Si., Universitas Riau,;

63. Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., Universitas Jambi; dan
64. Dr. Wilson Novarino, M. Si., Universitas Andalas.



Lampiran II Surat Direktur Perencanaan

Tata Ruang

Nomor :526/Und-200.TR.01/XI/2025
Tanggal : 11 November 2025

SUSUNAN ACARA

Jum’at, 14 November 2025

WAKTU KEGIATAN KETERANGAN
08.30 - 09.00 | Registrasi Peserta Seluruh Peserta
09.00 - 09.15 | Pembukaan dan Arahan Direltur Perencanaan

Tata Ruang
Pemaparan Konsep
09.15-09.30 | Kelembagaan Pengelolaan Tim Penyusun
Koridor Ekosistem RIMBA
Penyampaian Materi: Narasumber:
1. Plt. Asisten Deputi
Kelembagaan dan
Tata Laksana
Pangan,
Pembangunan
1.Model K§leeragaan o e
Ekonomi Hijau pada :
Koridor Ekosistem RIMBA Pemmerintaa Dacrab
Wilayah 1V,
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
09.30-11.30 Reformasi Birokrasi
. 2. Direktur Utama
2.Potensi Pengembangan
Lo Badan Pengelola
Ekonomi Hijau pada D Litidlers
Koridor Ekosistem RIMBA P et -
" ) : Hidup (BPDLH),
melalui Window Financing Kementeri
BPDLH ran
Keuangan
3.Tata Kelola Ideal £ Dr..Ir.. PEshD
. Adiwibowo,
Kelembagaan Ekonomi .
- . ) . Akademisi
Hijau di Koridor Ekosistem : ; .
Universitas Intitut
RIMBA ;
Pertanian Bogor
11.30 - 12.00 | Diskusi dan Tanya Jawab Seluruh Peserta
12.00 - 13.30 |Ishoma Seluruh Peserta
13.30 - 16.30 | Lamjutan DiskusidanTanya | gy, peserta

Jawab

16.30 - Selesai

Kesimpulan dan Penutup

Direktur Perencanaan
Tata Ruang




